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Partisipasi publik pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi pada 
umumnya. Merujuk pada the 1995-1997 World Value Survey, Charles Adrain dan 
James Smith(2006:67) mengelompokkan 3 bentuk partisipasi: 
1. Partisipasi yang lebih pasif. Didalam tipe pertama ini, partisipasi dilihat 
dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat 
politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan 
sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. 
2. Partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana 
orang itu terlibat di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi 
sukarela (voluntary associations) seperti kelompok-kelompok keagamaan, 
olahraga, pecinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi bruh. 
3. Partisipasi yang berupa kegiatan kegiatan ikut menandatangi petisi, 
melakukan boikot, dan demonstrasi. ( Kacung Marijan, 2010:111) 
Secara umum corak partisipasi adalah partisipasi dalam pemilihan 
(electoral participation) ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah 
dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massa dalam hal ini 
ditujukan untuk memiloh wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau 
menerapkan ideology pembangunan tertentu. Oleh sebab itu, aktivitas yang 
dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye mengisi kotak 
suara, propaganda, atau menyumbangkan uang pribadi untuk kegiatan fraksi 
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tertentu. Disamping itu partisipasi dapat mengambil bentuk keikutseraan warga 
Negara dalam voting melalui Koran, selebaran, atau media massa lainnya. 
(Wahyudi Kumoroto 2013:135) 
Secara garis besar partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta 
masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai 
tujuan pembangunan masyarakat wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, 
ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
suasana demokratis. (skripsi Novendi Setiawan:2015) 
Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam 
proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk 
kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal 
dan ataupun materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil 
pembangun (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46) 
Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud dengan partisipasi adalah 
masyarakat yang ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, 
keterampilan, bahan dan jasa.Dan masyarakat yang berkaitan dengan memberikan 
ideatau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. 
Partisipasi adalah keikutsertaan sseorang dalam suatu kegiatan yang 
mencurahkan baik secara fisik maupun mental dan emosional.Partisipasi fisik 
merupakan partisipasi yang langsung ikut serta dalam kegiatan tersebut, 
sedangkan partisipasi secara mental dan emosional merupakan partisipasi dengan 
memberikan saran, pemikiran, gagasan, dan aspek mental lainnya yang 
menunjang tujuan yang diharapkan. (Mulyono, 1999:23) 
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Dari pengertian partisipasi di atas dapat diambil suatu kegiatan tertentu, 
bukan saja hanya ikut serta tetapi keterlibatan emosional, mental serta fisik 
anggota dalam memberikan saran ide, kritik, serta inisiatif terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan.Serta mendukung pencapaian tujuan serta 
bertanggungjawab atas keterlibatannya. Dalam hal kajian ini partisipasi yang 
dimaksud adalah partisipasi pemilih pemula terhadap tingkat partisipasi dalam 
pilwako kota pekanbaru tahun 2017. 
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk 
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan 
negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 
pemerintah ( public policy). ( Miriam Budiardjo 2008:367) 
 
2.2.Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi 
Pemilihan adalah proses penyampaianinformasi tentang tahapan dan program 
penyelenggaraanPemilihan.Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian 
informasikepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan,pemahaman dan 
kesadaran Pemilih tentang  Pemilihan. 
Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih danPartisipasi 
Masyarakat berpedoman pada asas: 
a. mandiri; 
b.  jujur; 
c.  adil; 
d.  kepastian hukum; 
e.  tertib; 
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f. kepentingan umum; 
g.  keterbukaan; 
h. proporsional; 
i.  profesionalitas; 
j.  akuntabilitas; 
k. efisiensi; 
l. efektivitas; dan 
m. aksesibilitas. 
 
Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat 
bertujuan: 
a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program 
Pemilihan; 
b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat 
tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan 
c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. 
 
Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen: 
 
a. Pemilih yang berbasis: 
1. keluarga; 
2. Pemilih pemula; 
3. Pemilih muda; 
4. Pemilih perempuan; 
5. Pemilih penyandang disabilitas; 
6. Pemilih berkebutuhan khusus; 
7. kaum marjinal; 
8.  komunitas; 
9. keagamaan; 
10. relawan demokrasi; dan 
11. warga internet (netizen). 
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b. masyarakat umum; 
c. media massa; 
d.  partai politik; 
e. pengawas; 
f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan PemantauPemilihan Asing; 
g. organisasi kemasyarakatan; 
h.  masyarakat adat; dan 
i. instansi pemerintah. 
 
2.3. Demokrasi  
Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani “demokratis”, arti pokok 
demos artinya rakyat,kratos artinya kekuatan, jadi kekuatan rakyat, atau suatu 
bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh diatasnya, singkatnya 
pemerintahan rakyat. 
Arti dari demokrasi sendiri juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, 
diantaranya yaitu Abraham Lincoln menyebutkan bahwa “Demokrasi adalah 
sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.Hans Kelsen juga 
mengemukakan tentang pengertian demokrasi, yaitu“Demokrasi adalah 
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.Yang melaksanakan kekuasaan Negara 
ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala 
kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan 
kekuasaan Negara”. (Alwi Wahyudi, 2014:141)  
Sedangkan menurut pendapat C.F. Strong “Demokrasi adalah suatu sistem 
pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam 
politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya 
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut”. 
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Demokrasi itu juga suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib 
masyarakat dan juga untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan 
corak kebudayaan sendiri, menentukan kebebasan begerak, menyatakan pendapat 
dan tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama atau 
kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan sebagainya. Terdapat persamaan 
dalam negara demokrasi kemerdekaan bagi tiap-tiap orang dan di negara diktator 
terdapat persamaan tidak merdeka bagi tiap-tiap orang.Kemerdekaan atau 
kebebasan tiap-tiap manusia adalah jiwa dari demokrasi. 
Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 
menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan 
sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua 
pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi 
penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara 
tidak selalu sama. 
Menurut Noer, mengatakan “demokrasi sebagai dasar hidup bernegara 
memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan 
dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam 
menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan 
kehidupan rakyat”.Jadi “negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan 
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi 
ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau 
atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat”. (Moh Mahfud 
MD, 1993:19) 
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Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan 
diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular 
sovergnity), kesamaan politik (political equality), konsukttasi atau dialog dengan 
rakyat (political consultation), dan berdasarkan pada aturan mayoritas (ranny). 
Dan demokrasi juga diartikan sebagai system politik nasional yang didasarkan 
pada partisipasi warga negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan 
pertanggung jawaban pemimpin terhadap pemilih (Efriza, 2009:110) 
 
2.4.Pilkada 
Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh pendudukdaerah 
administratif setempat yang memenuhi syarat.Pemilihan kepala daerah dilakukan 
satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang dimaksud mencakup: 
1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi 
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten 
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota 
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali 
disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk 
daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar 
hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada belum 
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dimasukkan dalam rezim Pemilu. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 
bulan Juni 2005. 
Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 
dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan 
Panwaslu Kabupaten/Kota.Sedangkan Khusus untuk daerah Aceh, Pilkada 
diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh 
Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). 
Pengertian lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan 
Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam Undang-undang 
berikut adalah dasar hukum penyelenggaraan Pilkada yang antara lain adalah : 
1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah 
2. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah 
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG 
PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN 
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DANWAKIL 
KEPALADAERAH 
4. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005 
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2.4.1. Pilwako 
Salah satu contoh Pilkada langsung adalah pemilihan walikota di kota 
pekanbaru.Pilwako di kota pekanbaru sendiri diadakan pada 21 juni 2006 
,Sebelumnya tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung 
oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau 
disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. 
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam peraturan pemilu, 
sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. 
Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara 
pemilihan umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.Di dalam undang-
undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota. 
 
2.5.Komisi Pemilihan Umum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lembaga atau badan yamg 
dibentuk oleh Presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk 
melaksanakan pemilihan umum, di pimpin oleh seorang ketua dari salah satu 
wakil tersebut. 
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan 
pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umumanggota 
DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan 
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umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi pemilihan umum tidak 
dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang 
kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945, tetapi kewenangannya 
sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat 
(5) UUD 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa 
komisi pemilihan umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai 
penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). (Jimly 
Asshiddiqie, 2006:236-239) 
Berdasarkan definisi diatas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan 
umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di 
Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).Pemilihan umum 
yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan umum 
anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Kedudukan komisi 
pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi 
pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang 
telah ditentukan dalam UUD 1945.Kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagai 
penyelenggara pemilihan umum hanya di tegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 
19945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.Komisi pemilihan umum dengan 
demikian adalah penyelenggara pemilihan umum dan sebagai penyelenggara yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). 
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2.6. Pemilih Pemula 
Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori pertama, pemilih pemula 
yang rasional, yakni pemilih pemula yang benar-benar memilih partai berdasarkan 
penilaian dan analisis mendalam.Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih 
yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni 
pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia 
pemilih. (skripsi Wahyu Rhama Dani, 2010:33) 
Pengertian pemilih pemula UU No. 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan 
Umum dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari 
pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang 
mempunyai hak memilih. 
Dari  pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula 
adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar 
pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak 
pemilu yang diselenggarakan di indonesia dengan usia 17 tahun atau lebih. 
Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, 
mahasiswa, serta pekerja muda.Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (Pemilu 
Legislatif, Pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka 
yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan 
potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam 
bidang politik. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula 
yaitu: 
a. Warga Negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 
17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 
b. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu 
yang diselenggarakan di Indonesia dengan usia 17 tahun. 
c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu 
Pemilih pemula adalah orang yang saat pemungutan suara berlangsung 
nanti berusia 17 atau lebih.Sebagian besar mereka adalah para siswa SMA/SMK, 
dan mahasiswa atau sudah/pernah kawin. Sebenarnya mereka adalah pemilih 
pemula potensial baik dari segi politik praktis maupun dari segi politik 
kepentingan masa depan bangsa ke depan. 
 
2.7.Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum 
2.7.1. Tugas pokok KPU 
Berdasarkan peraturan KPU Nomor : 04 tahun 2010 tentang uraian tugas 
staff pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihann Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota  bagian ketiga pasal 61 mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu 
2. Memberikan dukungan teknis administratif 
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu 
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan 
keputusan KPU 
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5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa 
pemilu 
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 
pertanggungjawaban KPU 
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
 
2.7.2. Fungsi KPU 
1. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta 
memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di kabupaten/kota; 
2. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan 
hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota; 
3. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di kabupaten/kota; 
4. Membantu pengelolaan logistic dan distribusi barang/jasa keperluan 
pemilu di kabupaten/kota; 
5. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di kabupaten/kota; 
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu dan pertanggu 
jawaban KPU Kabupaten/kota. 
 
2.8.Pandangan Islam 
Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam demokrasi dan politik, yaitu: 
pertama, prinsip musyawarah (syura), dalam islam tidak hanya dinilai prosedur 
pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas 
keagamaan. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi dan diteruskan oleh khulafaur 
rasyidin. Firman Allah SWT : 
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                               
                 
Artinya:  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya. 
 
Kedua, prinsip 2ainnya. Yang menjadikannya berbeda di mata Allah 
hanya kualitas ketakwaan seorang sebagimana firmannya “.. sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa 
di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal..” 
(QS Al-Hujarat:13) 
Ketiga, prinsip keadilan („adalah), menegakkan keadilan merupakan suatu 
keharusan dalam islam terutama bagi para penguasa. Islam juga memerintahkan 
untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab dan bertindak sesuai 
dengan kontrol sosialnya sehingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup, 
sebagaimana firman Allah Swt : “.. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..” (QS Al-
Maidah : 8). 
Keempat, prinsip kebebasan ( Al-Hurriyah), dalam islam prinsip 
kebebasan pada dasarnya adalah sebagai tanggungjawab terakhir manusia. 
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Konsep kebebasan harus dipandang sebagai tahapan pertama tindakan kea rah 
perilaku yang diatur secara rasional berdasarkan kebutuhan nyata manusia, baik 
secara material maupun secara spiritual. Kebebasan yang dipelihara oleh politik 
islam adalah kebebasan yang mengarah kepada ma‟ruf dan kebaikan. Allah 
berfirman: 
                     
              
Artinya:  Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal 
Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat 
dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. 
kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-
Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. 
 
2.9.Penelitian terdahulu 
1. Fitra Endi Fernand ( Tahun 2010): “ Persepsi pemilih pemula terhadap 
Pilkada serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung 
Kabupaten Lampung Timur “. Permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Fitri Endi Fernand ini adalah 
kecenderungan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam 
Pemilu rendah, kurangnya sosialisasi pilkada serentak , kurangnya 
pendidikan politik di sekolah, sikap pemilih pemula yang belum merespon 
dengan baik terhadap proses pemilihan umum berdasarkan data tahun lalu 
bahwa masih banyak pemilih pemula yang tidak menggunakan hak 
pilihnya. 
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Tujuan dari penelitian untuk mengetahui persepsi pemilih pemula 
tentang pemilihan kepala daerah, persepsi pemilih pemula tentang 
pelaksanaan pilkada serentak dan persepsi pemilih pemula tentang 
pentingya berpartisipasi politik dalam proses pemilihan kepala daerah. 
Hasil menunjukkan bahwa persepsi pemilih pemula terhadap indikator 
pemahan pilkada serentak adalah 58,92% dengan kategori cenderung 
tidak paham dari 56 responden yang diteliti. Indicator tanggapan adalah 
53,57% dengan kategori cenderung netral dari 56 responden yang diteliti. 
Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus 
permasalahan yang saya angkat berbeda meskipun informan penelitian 
yang dilakukan sama. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada 
persepsi pemilih pemula sedangkan pada penelitian yang akan saya 
lakukan fokus kepada penyebab partisipasi pemilih pemula rendah. 
2. Wahyu Rahmadani(Tahun 2010):”Partisipasi politik pemilih pemula 
dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja 
Kabupaten Kendal”. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Wahyu Rahmadani adalah sangat minim sekali 
mendapatkan pendidikan politik dari aktivis-aktivis partai politik maupun 
pemerintah hal ini ditunjukkan dengan minimnya pengurus partai politik 
yang ada di tingkat desa dan juga pengetahuan tentang politik pemilih 
pemula di desa tersebut sangat kurang. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi 
politik pemilih pemula dan sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula 
dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja 
Kabupaten Kendal dan factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
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politik pemilih pemula dalm pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa 
Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dan hasil menunjukkan bahwa 
tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu legislative tahun 
2009 yaitu pemberian suara bentuk partisipasi politik ini sangat antusias 
karna hamper 95% pemilih pemula di desa puguh yang terdaftar dalam 
DPT dating ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Dan faktor 
penghambat adalah kesibukan kegiatan sehari-hari, perasaan tidak mampu, 
dan larangan dari pihak keluarga. 
Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah fokus 
permasalahan yang saya angkat berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Pada penelitian sebelumnya membahas tentang bentuk partisipasi politik 
pemilih pemula dan sejauhmana partisipasi politik pemilih pemula dalam 
pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja 
Kabupaten Kendal dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
politik pemilih pemula dalm pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa 
Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sedangkan pada penelitian 
yang akan saya lakukan fokus kepada penyebab terjadinya partisipasi 
pemilih pemula di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota tahun 2017 dan upaya apa yang dilakukan KPU dalam 
meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru pada 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. 
3. Fajri Suganda (Tahun 2017): “ Analisis pelaksanaan sosialisasi pilkada 
walikota pekanbaru tahun 2017 oleh komisi pemilihan umum daerah kota 
pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat”. 
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Permasalahan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Fajri 
Suganda adalah tingkat persentase pemilih tidak mencapai angka yang 
ditergetkan oleh KPUD Kota Pekanbaru yaitu hanya 515 dari yang 
seharusnya ditargetkan 71% dan terjadinya hambatan hambatan KPUD 
Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada Walikota Kota 
Pekanbaru Tahun 2017. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru oleh KPUD Kota Pekanbaru untuk 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mengetahui apa saja 
hambatan KPUD Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada 
Walikota Pekanbaru. 
Dan hasil menunjukkan bahwaanalisis pelaksanaan sosialisasi pilkada 
walikota pekanbaru tahun 2017 oleh KPUD Kota Pekanbaru dalam 
menignkatkan partisipasi politik masyarakat belum berjalan dengan baik. 
Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah peneliti 
sebelumnya fokus kepada analisis pelaksanaan sosialisasi pilkada walikota 
pekanbaru tahun 2017 sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan 
fokus kepada fungsi KPUD Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi 
pemilih pemula pada pilkada walikota pekanbaru tahun 2017. 
 
2.10. Definisi Konsep 
A. Partisipasi 
Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam 
aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan 
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pembangunan masyarakat wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, 
ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam suasana demokrasi. 
B. Sosialisasi 
Sosialisasi adalah suatau proses seorang anak belajar menjadi 
anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. 
C. Pendidikan pemilih 
Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada 
Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran 
Pemilih tentang  Pemilihan. 
D. Demokrasi 
Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas 
anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem 
perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya 
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. 
E. Pilkada 
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau 
seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum 
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung 
di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. 
F. Komisi Pemilihan Umum 
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Negara yang 
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi 
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pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 
G. Pemilih Pemula 
Pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh 
penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu 
(memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di 
Indonesia dengan rentang usia 17 atau lebih atau sudah kawin. 
 
2.11. Konsep Operasional 
Tabel 2.1. Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Sub Indikator 
Partisipasi Pemilih 

















1. Pemberian hak suara 
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan 
pemilihan 
3. Pengawasan pada setiap tahapan 
pemilih 
4. Pemantauan pemilihan 
 
1. Pendidikan politik 
2. Media  lokal 
3. Media massa dan elektronik 
 
1. Mobilisasi sosial 
2. Pemanfaatan jejaring sosial 
3. Media lokal atau tradisional 
4. Rumah pintar pemilu 
5. Pembentukan komunitas peduli 
pemilu dan demokrasi 
6. Pembentukan agen-agen atau 
relawan demokrasi 
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